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- TENTANG -

" PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TENTANG PENERBITAN
| SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
¥ - ' (STD-B) |

BUPATI KAPUAS HULU

::Meniﬁibahg - a bahwa untuk melaksanakan ketentuan
' ' Pasal 5 ayat (1} Peraturan Menterl Pertanian
Nomor : 98 / Permentan / OT. 140/9/2013
tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan sebagaimaha telah beberapa
kali ~° diubah terakhir dengan
© Peraturan | Menteri Pertanian
Nomor : 21 / Permentan / KB.410/6/2017
menyataké.n ‘bahwa usaha% bu'didaya :
tanaman perkebunan . dengan luas kurang
dari 25 (dua puluh llma) hektar dilakukan
. pendaftaran oleh Bupa‘a /Walikota;

~ b. bahwa b_erdaéa’rkan lampiran'pada - BAB
I angka 5  Keputusan| Direktur
-  Jenderal Perkebunan Nomor 1105/
Kpts/PI.400/2/2018 tentang: Pedoman
Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha
Perkebunan untuk Budidaya (STD—B),

. dalam hal penandatanganan STD-B, Bupati
dapat mende.léga.sika.n " kepada Kepala
i'._)inas yang melé.ksanakan urusan

dibidang Perkebunan di Kabupaten yang



 Mengingat . L

 bersangkutan;
. bahwa unmk" kelahcarah dan pércépatan
i ad'miriistras;l maka perlu mendelegas;kan

o wewenang penandatanganan Surat Tanda

Daftar Usaha Perkebunan Untuk Bud1daya

. bahwa . bei‘dasa'rkan :' :__ perumbangan'
'sebagalmana d1maksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupatl tentang Pendelegaman Kewenangan‘ '
dan Bupatl kepada Kepala Dmas Pertaman
dan Pangan tentang Penerbltan Surat Tanda'

| Daftar Usaha Perkebunan untuk Budldaya

[STD B)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang ' Penetapan Undang—Undang
Darurat ' Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah ngkat II di
Kalimantan (Lembarar.l Negara Republlkr
Indonesm Tahun 1953 Nomor 9) sebagal :

o Undang-Undang (Lembaran " Negara‘

Repubhk Indonesaa Tahun 1959 Nomor 72,

.Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonema Nomor 1820], _

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960" '

tentang Peraturan' Dasar Pokok~Pokok
Agrarla (Lembaran ) Negara Repubhk :
Indonema Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara ‘Republik
Indones1a Nomor 2013), | _

Undang—Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembara_n Negara‘
Repubhk Indonesia. Tahun 1999 'Nomor:
167, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indone51a Nomor 3888) sebagalmana telah
‘dlubah beberapa kah, terakhlr ‘dengan



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
___.-tentang Cipta Kerja :(Lembar;an‘ -Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomdr
.245 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

. Indonesm Nomor 6573); -

| Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
:t:entang Perlindungan dan ?Pe'ngelolaan
_.':---"Li.ngkungan Hidup -(Lémbarah Negara
| :IiR_epublik Indonesia ‘Tahun 2009 Nomor - -
'- 1:40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah -

__: diubah dengan Undmg~Uhdmé Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Négara Republik [ndonesia Téhun 2020,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
| tenténg Perkebunan (Lembaran Negai‘a
Republik IndoneSIa Tahun 2014 Nomor
. 308, Tambahan Lembaran Negara Republlk
" Indone31a Nomor 5613), sebagalmana telah’ |
'dlubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Repubiik Indohesia Téhun 2020,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk_‘

- Indonesia Nomor 6573), :

..':'Undang-Undang Nomor 23 Téhun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
'Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara |
‘Republik  Indonesia  Nomor = 5587)
sebagaimana telah diubah be‘tj)erapa kali,
."tefakhir dengan Undang-Undang_NbrﬁOr 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lémbaran -

"Negara Republik Indonesia Tahun. 2020
: .'"Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara



E -Memperh_atikan

o Repubhk Indonesia Nomor 6573),

7. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun

: _:'2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas

. Tanah, Satuan Rumah Susun  dan
. Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
iRepubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 28

- Tambahan Lembaran Negara Repubhk

. Indonesia Nomor 6630);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/

S "Permentan JOT. 140 / 9 '/ 2013 tentang
‘Pedoman - Perizinan Usaha Perkebunan

' :'sebagalmana telah di ubah beberapa kali,
. terakhir dengan Peraturan Menteri
. .Pertanian Nomor : 21 / Permentan /
KB.410/6/2017 tentang Perubshan Kedua
~atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
© 98/Permentan/OT.140/9/2013  tentang

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

9. Peraturan Menteri Pertaniain - Nomor:
"'11/Permentan/OT.140/3/2015, - tentang
'Systein . Sertifikasi Kelapa Sawit
Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm
0il Certification) Syiétem/ISPO); |
10. Peratufén Bupati Kapuas Hulﬁ Nomi_)i' 15‘
_Tahun 2008 tentang Pedoman  Perizinan
Usaha Perkebunan di Kapuaé Hulu.

y ,Keprutusan Direktur Jenderal jPerkébunah

Nomor : 105/Kpts/PIL 400/2/20;18 tentang
_Pedoman Penerbitan- Surat Tanda Daftar

- Usaha Perkebunan untuk Budldaya (STD B),

sebaga1mana telah diubah dengan Keputusan

' D1rektur Jenderal Perkebunan Nomor

283 / Kpts/ PL1.400/9/20 1 8 tentang Perubahan
Atas Keputusan D1rektur J enderal



o .: D.alam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:
L
2.

__ '_-Perkebunan Nomor 105 / Kpts/ PI. 400 / 2 / 2018 -
'tentang Pedoman Penerbltan Surat Tanda
o " -] Daftar Usaha Perkebunan untuk Budldaya:
':-'_'-'-'..(STDB), e

e MEMUTUSKAN-‘: R

 Menetapkan . PERATURAN ~ 'BUPATI TENTANG

| PENDELEGASIAN . KEWENANGAN ”.DARI' :
St BUPATI 'KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN 3
e 'DAN PANGAN TENTANG PENERBITAN SURAT
TANDA DAFTAR 'USAHA PERKEBUNAN
5 '_UNTUK BUDIDAYA (STD B) |

: BABI S
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu

. Pemermtah Daerah adalah Bupat1 sebagm unsur penyelenggara
Pemenntah Daerah ya_ng rnemlmpm pelaksanaan urusan
.Pemenntahan yang menjadl kewenangan Pemenntah Kabupaten_
i"_,Kapuas Hulu | S L | '

3 _Bupatl adalah Bupatl Kapuas Hulu . _ .

. _'Organ1sas1 Perangkat Daerah yang selanjutnya d1smgkat OPD
-_.:_adalah Orgamsam Perangkat Daerah d1 lingkungan Pemenntah
-_:.Kabupaten Kapuas - Hulu yang membantu Bupat:l dalam
"Penyelenggaraan Pemenntah Daerah L | o
i Dmas adalah Dmas Pertaman dan Pangan Kabupaten Kapuas-
';Hulu : : _ B ' - h
."'_'Kepala Dlnas adalah Kepala Dmas Pertaman da_n Panga.n
__ Kabupaten Kapuas Hulu . : _
.__.'Perkebunan adalah segala keglatan pengelolaan sumber daya
"?alam sumber daya manusia, sarana produk31 alat dan mesm o

© budidaya, Panen pengolahan dan: pemasaran tel“kalt tanaman |

- perkebunan RS




8 Pekebun adalah orang perorangan Warga negara Indonesm. yang':

B melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha t:dak 3

mencapal skala tertentu o RERE _i' | _
9 Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang
selanjutnya d1 smgkat STD B adalah keterangan budldaya yang _
dlberlkan kepada pekebun o ,_ _ :
10 Pendelega31an wewenang adalah Pehmpah wewenang formaf'
' berupa penyeraha.n ~ tugas, . hak, - kewajlban " dan
pertanggung]awaban penzman dan non penzman, ten‘hasuk

| : ;_: penandatanganan atas narna pemberl wewenang

s BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

. ._..3(1) Maksud dltetapkannya Peratura_n Bupatl 1n1 adalah untuk_."

" membenkan landasan hukum bagl Dlnas dalam menerbltkané
'STD-B. BRI AR
(2) Tujuan adala.h ' untuk menmgkatkan pelayanan da_'lam g
penyelenggaraan STD B S -

| BAB mo
KEWENANGAN STD-B

Pasal 3

Ruang ngkup Peraturan Bupatl ini mehputl
a Bupat1 mehmpahkan kewenangan penerbltan STD B kepada_ -
f_ .;'_Kepala Dmas '

1 Kewenangan sebagmmana dlmaksud pada huruf a me11put1

1. menetapkan mekamsme STD B sesuai denga_n ketentua_n yang
o N ..berlaku B o ' |
- 2. menetapkan kelengkapan persyaratan STD -B sesual denga_n o

e ketentuan yang berlaku,

3 | membenkan kelancara.n proses STD-_B_ B da]am rangka

i | :pelayanan kepada masyarakat | Ca ik




g menandatangam seluruh STD B yang telah dllakukan
-~ verifikasi oleh tim venﬁka31, dan . |

h -5 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupatl secara
berkala/ penodlk 6 (enam) bulan sekah atau sewaktu waktu

| ap_a_blla cllperl_ukan._.: .

" Pasal 4

5 "'STD B sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 adalah STD B yang

20ty 'men_]adl kewenangan Pemenntah Kabupaten.

_ PasalS

;_Kepala Dmas dalam menerbitkan STD-B sebagajmana dlrnaksud
~ dalam Pasal 3 Wajlb memperhatikan :

Cal '-standar; norma dan kebijakan Pemerintah Daerah;

© b keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas

pemerintah dan pembangunan;

s '_ standar pélayanén'minimél ; dan

rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 6

g :-‘:_;Dalam hal Kepala Dlnas belum defimtif _ maka S’I‘D B dapat
S dltandatangam oleh Pejabat Pelaksana Tugas yang dItunjuk Bupatl

| - 'BABIV |
~ PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

: Snrat Tanda baftar Usaha Perkebunan untuk Budidayaj{STD—B) : B
Pasal 7
() Usaha Budidaya Tamamen Perkebunan adalah  usahe
" perkebunan dengan luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh.
lima ) hektar. L n

L Usa.ha Budldaya Tanaman Perkebunan sebagalmana dlmaksud

S pa da ayat (1) dldaftarkan kepada Bupati melalui Dinas yang

- melaksanakan urusan d1 bldang perkebunan




@

Pendaftaran usaha budldaya tanaman perkebunan sebagalmana B

'dunaksud pada ayat (1) pallng kurang memuat

a Keterangan pemlhk mehputl

Cw

1. data 1dent1tas pem111k kebun dan .

2. dormsﬂl permhk kebun

o . b. keterangan data kebun, mehputl

1. lokasi kebun yang berkoordmat '  i S -
2, status kepermhkan tanah | : ;
fluasareal | - o -
Jenls tanaman; N |

. '__produks1 per hektar per tahun :
asal bemh B

R Jumlah pohon

’ pola tanam,

o ﬂm o » oW w

| Jems pupuk

10 rmtra pengolahan,

o :11 _]ems/tlpe tanah

'12 tahun tanam; dan

13 usaha lain dilahan kebun. _ _
Usaha budldaya tanaman - perkebunan yang sudah d1daftar'_
sebageumana dimaksud pada ayat (2) d1ber1kan STD-B oleh

T :'3D1nas Pertaman dan - Pangan sesuai - format sebagajmana :

tercantum dalam Lamplran dan merupakan baglan yang tldak -
terplsahkan dan Peraturan Bupati ini. i

_STD B sebaga.lrnana dlmaksud pada ayat (3) berlaku selama:'

R ; _usaha bud1daya tanaman perkebunan mas1h dllaksanakan -

oo

SR 'mengacu format pendataa.n yang tertuang dalam Keputusani w

1o STD B tldak berlaku apablla teljadl perubahan atas permhk

perubahan Jems tanaman dan perubahan luas kebun
_tanahnya musnah dan/ atau - tldak dlusahakan. se_sual _

- peruntukannya

Direktorat Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Penertiban
Surat _‘Ia_nda_ Daftar Usaha Perke_bunan untuk_: Budidayé (STD-B). ..

Pelaksanaan pendataan yang dﬂaksanakan oleh t1m tekms : o



Pasal 8

) ) Kepaia Dinas dalai‘h. "fnenerbitkan STD-B sébagaiﬁlégrlei diméksud_ |

o _da]am Pasal 3 huruf b, angka 4 dan 5 berdasarkan hasﬂ validasi
~*  data oleh t1m venfikas1 _'
(2')_' - Tim. venﬁka31 sebagalmana dimaksud pada ayat (1] d1 ketual

“ . oleh Kepala Dmas dengan anggota yang melaksanakan umsan

o ;_:._"-_.dl B1dang Perkebunan

3) “Tim sebaga1mana dlmaksud pada (2), akan dltetapkan dengan"

Keputusan Bupatl

. Pasal 9 |

B Pendelegasian :kew'ena"n'gan _penerbitan STD-B sebaga:imana
',_dlmaksud dalam Pasal. 4 dﬂaksanakan terhltung se_]ak Peraturan
Bupatl ini dlundangkan : !

BAB A%
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 10 '_ ,

'Perangkat Daerah yang secara teknis terkalt dengan penzman
, 'kewa_uban dan bertanggung]awab melaksanakan pembinaan tekms
'dan pengawasa_n atas penzman sesuai dengan tugas pokok dan

: fungsmya

9 BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN |

Pasal 11

o Pekebun yang telah mendapatkan STD-B sebelum dltetapkannya
] Peraturan Bupatl ini, dmyatakan masih tetap berlaku.




«"’PENUTUP’---‘

Pasal 12

ST -,Peraturan Bupau 1n1 mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

o Agar seuap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan o

I Peraturan Bupa’a ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah

Dltetapkan d1 Putusmbau

Padatanggal 3.6 Januar'l 202.2 _ .




PERTANIAN DAN' PANGAN TENTANG PENERBITAN SURP&T TANDA DAF’I‘AR
USAHA FERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD B)

FORMAT SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
- ST (STDB) Do

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

- DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
' Alamat JalanDI Panjaitan No.20 Putussibau
- Telp/Fax. (0567) 21049 Kode Pos : 78711
websn‘e distannangan. kasuashulukab@omail.com
e-ma:! dfslanezqumkhﬁ’}amaaf Com

e SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD B)

o 'Kabupaten S S - L |
: ﬁﬁ_"*'Kecamatan Fole b e e SRR

A Keterangan Permhk Kebun o , R
1. Nama . T !
9 Tempat/ Tanggal 1ah1r S R o ‘ _
3. Nomor KTP o SR S S
4 Alamat e | U

“-j.B; DataKebun S | | LA
- Lokasi / Titik Koordmat Kebun @ o
. (Desa/Kecamatan) T
- Status kepemilikan lahan
- Nomor .
- Luas areal
" Luas yang ditanami.
- Jenis tanaman .
... i 'Produksi per hektar per tahun S
© . AsalBenih .0 e
. Jumlah Pohon
-+ . Pola Tanam
.« Jenis Pupuk -
.+ i Mitra Pengolahan T ,
... - Jenis Tanah - e S L { |
'Usaha lain dilahan kebun

STD B ini tidak berlaku apabﬂa ter]adl perubahan terhadap 1nformas1
tersebut di atas. , _ _ -

Putusmbau,........'...‘ |
Kepala Dinas Pertanian da:n Pangan
- Kabupaten Kapuas Hulu




